
ABSTRAK 

 

MUHAMAD SOLEH SUBARJO, PELAKSANAAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH (STUDI TENTANG BESARAN DAN 

PERUMPUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN 

PURWAKARTA). 

 Besaran dan perumpunan organisasi perangkat daerah diatur berdasarkan 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Pasal 19 sampai dengan Pasal 22. Berdasarkan penentuan dan 

pembentukan Besaran Dan Perumpunan Organisasi Perangkat Daerah Di 

Kabupaten Purwakarta harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah 

ditentukan dan lebih mementingkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan 

teratur. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi 

Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten 

Purwakarta (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang 

Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta 

(3) Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan 

Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta. 

 Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Besaran Dan Perumpunan 

Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 19 sampai dengan 

Pasal 22 pada awalnya bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

tahun 2007 Tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 

Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Dinas. 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan metode 

pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 

didukung oleh penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Purwakarta dengan mengambil tempat di pemerintahan 

daerah kabupaten purwakarta Kabag Ortala bagian organisasi dan tata laksana.  

 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi 

Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, yaitu dilaksanakan berdasarkan 

dengan tiga ketentuan variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah 

APBD, kemudian pemerintah derah kabupaten Purwakarta menetetapkan besaran 

dan perumpunan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten 

Purwakarta dan pelaksanaan itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

tersebut. Kendala yang dihadapai dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Tentang 

Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta, 



yaitu dinas yang dibentuk tidak mengutamakan pelayanan publik dan lebih 

cenderung tumpang tindih yang pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tidak 

sesuai dengan ketentuan yang akan dilaksanakan. Upaya yang dilakukan dalam 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Studi Tentang Besaran dan Perumpunan Organisasi Perangkat 

daerah di Kabupaten Purwakarta, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah 

(PERDA) Kabupaten Purwakarta berdasarkan nama atau nomenklatur tugas, 

pokok, fungsi, dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat 

daerah. 
 


